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A. Teori Negara Hukum 
  Gagasan, cita, atau ide negara Hukum, selain terkait dengan konsep rechtsstaat dan 
the rule of law,  juga berkaitan dengan konsep nomocracy yang berasal dari perkataan  
nomos dan cratos Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan demos dan cratos atau 
kratien dalam demokrasi. Nomos berarti norma, sedangkan  cratos adalah kekuasaan. Yang 
dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau 
hukum.  Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau 
prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggeris yang dikembangkan oleh 
A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip rule of law yang berkembang di Amerika 
Serikat menjadi jargon the Rule of Law, and not of Man. Yang sesungguhnya dianggap 
sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul Nomoi 
yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan judul The Laws, jelas 




Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara 
lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan 
menggunakan istilah Jerman, yaitu rechtsstaat. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, 
                                                          
1
 Cst Kansil, Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 3 
konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan  The Rule 
of Law. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah 
rechtsstaat itu mencakup empat elemen penting, yaitu:
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1. Perlindungan hak asasi manusia 
2. Pembagian kekuasaan 
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang 
4. Peradilan tata usaha Negara 
   Keempat prinsip rechtsstaat  yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut diatas pada 
pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip Rule of Law yang dikembangkan oleh A.V. 
Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh The 
International Commission of Jurist, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan 
prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) yang di 
zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-
prinsip yang dianggap cirri penting Negara Hukum menurut The International Commission of 
Jurists itu adalah: 
1. Negara harus tunduk pada hukum. 
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu. 
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. 
 Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formal atau negara Hukum Klasik, dan 
negara Hukum Materil atau negara hukum Modern.  Negara Hukum Formil menyangkut 
pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-
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undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara hukum materil yang lebih mutakhir 
mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam 
bukunya Law in a Changing Society membedakan antara rule of law dalam arti formil yaitu 
dalam arti organized public power, dan ‘rule of law’ dalam arti materil yaitu the rule of just law. 
Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, 
keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang 
mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat 
pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materil. Jika hukum dipahami secara kaku dan 
sempit dalam arti  peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum 
yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan 
substansif. 
B. Konsep Lembaga Negara di Indonesia 
1. Teori Tentang Lembaga Negara 
Istilah organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau 
lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Non 
pemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut Non-Government Organization atau Non-
Governmental Organization (NGO’s). Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah 
legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.
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 Konsepsi tentang lembaga 
negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut staatsorgaan. Dalambahasa Indonesia hal itu 
identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut denganorgan negara. Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia , kata “lembaga” diartikan sebagai : (i) asal mula atau bakal 
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(yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan 
atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukansuatu 
usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur
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kata staatsorgaan itu diterjemahkan sebagai alat perlengkapan negara. Dalam Kamus 
hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, kata organ juga 





“Penyusunan UUD 1945 sebelum perubahan, cenderung konsisten 
menggunakan istilah badan negara, bukan lembaga negara atau organ negara. 
Sedangkan UUD Tahun 1945 setelah perubahan keempat (tahun 2002), 
melanjutkan kebiasaan MPR sebelum masa reformasi dengan tidak konsisten 
menggunakan peristilahan lembaga negara, organ negara, dan badan negara.” 
 Bentuk-bentuk lembaga negara dan pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun 
daerah, pada perkembangan dewasa ini berkembang sangat pesat, sehingga doktrin trias 
politica yang biasa dinisbatkan dengan tokoh Montesquieu yang mengandaikan bahwa tiga 
fungsi kekuasaan Negara selalu harus tercermin di dalam tiga jenis lembaga negara, sering 




“Disetiap negara selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke 
dalam struktur pemerintahan yaitu kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif 
yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang negara dan 
cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil” 
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 Karena warisan lama, harus diakui bahwa di tengah masyarakat kita masih berkemban 
pemahaman yang luas bahwa pengertian lembaga negara dikaitkan dengan cabang-cabang 
kekuasaan tradisional legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga negara dikaitkan dengan 
pengertian lembaga yang berada di ranah kekuasaan legislatif, yang berada di ranah 
kekuasaan eksekutif disebut lembaga pemerintah, dan yang berada di ranah judikatif disebut 
sebagai lembaga pengadilan. 
 Konsepsi trias politica yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi 
dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut 
hanya berurusan secaara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. 
Kenyataan dewasa ini menunjukan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak 
mungkin tidak saling bersentuhan dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling 
mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip check and balances. Lembaga negara 
yang terkadang juga disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan 
nondepartemen, atau lembaga negara saja, ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi 
kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan 
kekuasaannya dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan 
Keputusan Presiden. 
 Menurut Jimly :
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“Lembaga-lembaga negara yang secara eksplisit disebut dalam UUD 1945, ada pula 
lembaga-lembaga negara yang memliki constitutional importance yang sama dengan 
lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945, meskipun keberadaannya hanya 
diatur dengan atau dalam Undang-Undang. Baik yang diatur dalam UUD maupun yang 
hanya diatur dengan atau dalam Undang-Undang asalkan sama-sama memiliki 
constitusional importance dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki 
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derajat konstitusional yang serupa, tetapi tidak dapat disebut sebagai lembaga tinggi 
negara.11 Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat 
pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 
 Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar merupakan organ 
konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan organ 
Undang-Undang, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan Presiden tentunya lebih 
rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di 
dalamnya. Demikian pula jika lembaga yang dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan 
berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya.  
 Tugas  negara  dibatasi  seminimal  mungkin,  seolah-olah  cukuplah  jika  negara 
bertindak seperti hansip yang menjaga keamanan pada malam hari saja. Itulah yang 
dimaksud dengan istilah nachwachatersstaat (negara jaga malam). Namun,   selanjutnya,   
pada   abad   ke-19   ketika   dari   banyak   dan   luasnya   gelombang  kemiskinan  di  
hampir  seluruh  negara  Eropa  yang  tidak  terurus sama sekali oleh pemerintahan negara-
negara yang diidealkan hanya menjaga penjaga malam itu, munculah pandangan baru secara 
meluas, yaitu sosialisme yang menganjurkan  tanggungjawab  negara  yang  lebih  besar  
untuk menangani soal-soal  kesejahteraan  masyarakat  luas.  Karena  itu,  muncul  pula  
doktrin   welfare state atau negara kesejahteraan dalam alam pikiran umat manusia. 
 Corak  dan  struktur  organisasi  negara  kita  di  Indonesia  juga  mengalami dinamika 
perkembangan yang sangat pesat. Setelah masa reformasi sejak tahun 1998,  banyak  sekali  
lembaga-lembaga  dan  komisi-komisi  independen  yang  dibentuk. Banyak orang yang 
bingung dan tidak mengerti dengan pertumbuhan kelembagaan  semacam  ini.  
 
2. Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 
Lembaga atau organ negara secara lebih dalam, kita dapat mendekatinya dari pandangan 
Hans Kelsen mengenai the concept of the State Organ dalam bukunya General Theory of Law 
and State. Hans Kelsen menguraikan bahwa “Whoever fulfills a function determined by the legal 
order is an organ Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata 
hukum (legal order) adalah suatu organ. 
 Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik.  Di samping organ yang 
berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut 
organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (normcreating) dan/atau bersifat 
menjalankan norma (norm applying). “These functions, be they of a norm creating or of a norm 
applying character, are all ultimately aimed at the execution of a legal sanction Menurut Kelsen 
: “parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga negara yang memilih para wakilnya 
melalui pemilihan umum sama-sama merupakan organ negara dalam arti luas.” 
Demikian pula hakim yang mengadili dan menghukum penjahat dan terpidana yang 
menjalankan hukuman tersebut di lembaga pemasyarakatan, adalah juga merupakan organ 
negara. Pendek kata, dalam pengertian yang luas ini, organ negara itu identik dengan individu 
yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Inilah yang 
disebut sebagai jabatan publik atau jabatan umum (public offices) dan pejabat publik atau 
pejabat umum (public offials). Di samping pengertian luas itu, Hans Kelsen juga menguraikan 
adanya pengertian organ negara dalam arti yang sempit, yaitu pengertian organ dalam arti 
materiil. Individu dikatakan organ negara hanya apabila ia secara pribadi memiliki kedudukan 
hukum yang tertentu (he personally has a specific legal position). 
 Suatu transaksi hukum perdata, misalnya, kontrak, adalah merupakan tindakan atau 
perbuatan yang menciptakan hukum seperti halnya suatu putusan pengadilan. Lembaga negara 
terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, 
atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh 
UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada pula 
yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. 
 Hirarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk 
oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan 
organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi 
tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula 
jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih 
rendah lagi tingkatannya. Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur 
pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan fungsi.  
Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan fungsi adalah isinya organ adalah status 
bentuknya (Inggris: form, Jerman: vorm), sedangkan functie adalah gerakan wadah itu sesuai 
maksud pembentukannya. Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada 
pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut 
bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang 
lebih rendah.   
Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945 Jika dikaitkan dengan hal tersebut di 
atas, maka dapat dikemukakan bahwa dalam UUD 1945, terdapat tidak kurang dari 34 organ 
yang disebut keberadaannya dalam UUD 1945. Ke-34 organ atau lembaga tersebut adalah:  
1. Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Bab III UUD 1945 yang juga diberi 
judul “Majelis permusyawaratan Rakyat. Bab III ini berisi dua pasal, yaitu Pasal 2 yang 
terdiri atas tiga ayat, Pasal 3 yang juga terdiri atas tiga ayat. 
2. Presiden yang diatur keberadaannya dalam Bab III UUD 1945, dimulai dari Pasal 4 ayat (1) 
dalam pengaturan mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara yang berisi 17 pasal. 
3. Wakil Presiden yang keberadaannya juga diatur dalam Pasal 4 yaitu pada ayat (2) UUD 
1945. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 itu menegaskan dalam melakukan kewajibannya, Presiden 
dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. 
4. Menteri dan Kementerian Negara yang diatur tersendiri dalam Bab V UUD 1945, yaitu pada 
Pasal 17 ayat(1), (2), dan (3). 
5. Menteri Luar Negeri sebagai menteri triumpirat yang dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) UUD 
1945, yaitu bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan sebagai 
pelaksana tugas kepresidenan apabila terdapat kekosongan dalam waktu yang bersamaan 
dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden. 
6. Menteri Dalam Negeri sebagai triumpirat bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan 
Menteri Pertahanan menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. 
7. Menteri Pertahanan yang bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam 
Negeri ditentukan sebagai menteri triumpirat menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Ketiganya 
perlu disebut secara sendiri-sendiri, karena dapat saja terjadi konflik atau sengketa 
kewenangan konstitusional di antara sesama mereka, atau antara mereka dengan menteri lain 
atau lembaga negara lainnya. 
8. Dewan Pertimbangan Presiden yang diatur dalam Pasal 16 Bab III tentang Kekuasaan 
Pemerintahan Negara yang berbunyi, “Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang 
bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur 
dalam undang-undang. 
9. Duta seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2). 
10. Konsul seperti yang diatur dalam Pasal13 ayat (1). 
11. Pemerintahan Daerah Provinsi30 sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) 
dan ayat (7) UUD 1945. Gubemur Kepala Pemerintah Daerah seperti yang diatur dalam Pasal 
18 ayat (4)   UUD 1945; 
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat 3 UUD 
1945. 
13. Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) 
dan ayat (7) UUD 1945. 
14. Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) 
UUD 1945. 
15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) 
UUD 1945. 
16. Pemerintahan Daerah Kota sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan 
ayat (7) UUD 1945. 
17. Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 
1945. 
18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota seperti yang diatur oleh Pasal 18 ayat (3) UUD 
1945. 
19. Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa seperti dimaksud oleh Pasal 
18B ayat (1) UUD 1945, diatur dengan undang-undang. Karena kedudukannya yang khusus 
dan diistimewakan, satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa ini diatur 
tersendiri oleh UUD 1945. Misalnya, status Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 
Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua, serta 
Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ketentuan mengenai kekhususan atau 
keistimewaannya itu diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, pemerintahan daerah 
yang demikian ini perlu disebut secara tersendiri sebagai lembaga atau organ yang 
keberadaannya diakui dan dihormati oleh negara.  
20. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Bab VII UUD 1945 yang berisi Pasal 19 
sampai dengan Pasal 22B. 
 
21. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Bab VIIA yang terdiri atas Pasal 22C 
dan Pasal 220. 
22. Komisi Penyelenggaran Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang 
menentukan bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan oleh suatu komisi yang bersifat 
nasional, tetap, dan mandiri. Nama “Komisi Pemilihan Umum bukanlah nama yang 
ditentukan oleh UUD 1945, melainkan oleh Undang-Undang. 
23. Bank sentral yang disebut eksplisit oleh Pasal 230 :“Negara memiliki suatu bank sentral yang 
susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan 
undang-undang.”Seperti halnya dengan Komisi Pemilihan Umum, UUD 1945 belum 
menentukan nama bank sentral yang dimaksud. Memang benar, nama bank sentral sekarang 
adalah Bank Indonesia. Tetapi, nama Bank Indonesia bukan nama yang ditentukan oleh UUD 
1945, melainkan oleh undang-undang berdasarkan kenyataan yang diwarisi dari sejarah di 
masa lalu. 
24. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diatur tersendiri dalam Bab VIIIA dengan judul 
“Badan Pemeriksa Keuangan, dan terdiri atas 3 pasal, yaitu Pasal 23E (3 ayat), Pasal 23F (2 
ayat), dan Pasal 23G (2 ayat). 
25. Mahkamah Agung (MA) yang keberadaannya diatur dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24A 
UUD 1945. 
26. Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga diatur kebera-daannya dalam Bab IX, Pasal 24 dan 
Pasal 24C UUD 1945. 
27. Komisi Yudisial yang juga diatur dalam Bab IX, Pasal 24B UUD 1945 sebagai auxiliary 
organ terhadap Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945. 
28. Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur tersendiri dalam UUD 1945, yaitu dalam Bab XII 
tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, pada Pasal 30 UUD 1945. 
29. Angkatan Darat (TNI AD) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945. 
30. Angkatan Laut (TNI AL) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945. 
31. Angkatan Udara (TNI AU) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945. 
32. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang juga diatur dalam Bab XII Pasal 30 
UUD 1945. 
33. Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman seperti kejaksaan diatur dalam 
undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, 
“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam 
undang-undang. 
Namun, karena yang disebut dalam Pasal 24 ayat (3) tersebut di atas adalah badan-badan, 
berarti jumlahnya lebih dari satu. Artinya, selain Kejaksaan Agung, masih ada lagi lembaga 
lain yang fungsinya juga berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu yang menjalankan 
fungsi penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan.  
 






1. MPR  
MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang diberi kekuasaan tak terbatas (super 
power) karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” 
dan MPR adalah “penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang berwenang 
menetapkan UUD, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden[Dengan kata lain 
MPR merupakan penjelmaan pendapat dari seluruh warga Indonesia.Susunan 
keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta utusan golongan yang 
diangkat termasuk didalamnya TNI/Polri. 
 
2. DPR 
DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. 
Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan 
hasil pemilu. Oleh karena itu Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-
anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala lima tahun sekali. 
Meskipun demikian, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. DPR berkedudukan 
di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan 
yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota. 
3. Presiden 
Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif. Maksudnya, 
presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai 
kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum 
adanya amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden diangkat dan diberhentikan 
oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR. 
4. Mahkamah Agung 
Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. 
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan 
tertinggi di negara kita. Perlu diketahui bahwa peradilan di Indonesia dapat dibedakan 
peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara 
(PTUN). 
5. 5.BPK dan DPA 
Disamping lembaga-lembaga tinggi Negara diatas terdapat lembaga tinggi Negara yang 
lain yang wewenangnya cukup minim, yaitu BPK dan DPA. tanggung jawab tentang 
keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang peraturannya 
ditetapkan dengan undang-undang.Adapun wewenang dari Dewan Pertimbangan Agung 
(DPA), yaitu berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak 




MPR adalah Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya 
seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK. Yang mempunyai fungsi legeslasi. pasca 
perubahan UUD 1945 Keberadaan MPR telah sangat jauh berbeda dibanding sebelumnya. Kini 
MPR tidak lagi melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat dan tidak lagi berkedudukan 
sebagai Lembaga Tertinggi Negara dengan kekuasaan yang sangat besar, termasuk memilih 
Presiden dan Wakil Presiden. 
2. Preisden 
Berbeda dengan sistem pemilihan Presiden dan Wapres sebelum adanya amandemen dipilih oleh 
MPR , sedangkan setelah adanya amandemen UUD 1945 sekarang menentukan bahwa mereka 
dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wapres diusulkan oleh parpol 
atau gabungan parpol peserta pemilu. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR 
melainkan bertanggung jawab langsung kepada Rakyat Indonesia. Konsekuensinya karena 
pasangan Presiden dan Wapres dipilih oleh rakyat, mereka mempunyai legitimasi yang sangat 
kuat. Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya 
untuk satu kali masa jabatannya. 
3. DPR 
Melalui perubahan UUD 1945, kekuasaan DPR diperkuat dan dikukuhkan keberadaannya 
terutama diberikannya kekuasaan membentuk UU yang memang merupakan karakteristik sebuah 
lembaga legislatif. Hal ini membalik rumusan sebelum perubahan yang menempatan Presiden 
sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU. Dalam pengaturan ini memperkuat kedudukan 
DPR terutama ketika berhubungan dengan Presiden. 
4. DPD 
DPD adalah Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan 
daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan 
golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat 
kesatuan Negara Republik Indonesia.DPD dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah 
melalui pemilu. 
5. BPK 
yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 
menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan 
Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. BPK Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan 
keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada 
DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Berkedudukan di ibukota negara 
dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi 
pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK. 
6. Mahkamah Agung 
lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang 
menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. di bawah MA terdapat 
badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, 
lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). 
7. Mahkamah Konstitusi 
MK Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan 
antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan 
memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau 
wakil presiden menurut UUD. 
8. Komisi Yudisial 
berdasarkan UU no 22 tahun 2004 Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri 
dan berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon Hakim Agung. 
4. Lembaga Negara dan Konsep Trias Politica 
Jimly Ashiddiqie menjelaskan bahwa lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai 
lembaga masyarakat  dapat disebut sebagai lembaga Negara. Lembaga Negara dapat 
beradudikatifa dalam ranah legislative, eksekutif maupun yudikatif, ataupun yang bersifat 
campuran. Lebih lanjut, menurut jimlly, baik pada tingkat pusat maupun daerah, bentuk 
organisasi Negara dan pemerintahan dalam perkembangan dewasa ini berkembang sangat pesat. 
Karena itu doktrin trias politica yang biasadinisbatkan dengan tokoh Montesqieu yang 
mengendalikan bahwa tiga fungsi kekuasaan Negara selalu harus tercermin di dalam tiga jenis 
organ Negara, seiring terlihat tidak relevan lagi utnuk dijadikan acuan Negara.
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Namun karena pengaruh gagasan Montesqieu sangat mendalam dalamcara berfikir 
banyak sarjana, seringkali sangat sulit melepaskan diri dari pengertian bahwa lembaga Negara 
itu terlalu terkait dengan tiga cabang alat alat perlengkapan Negara, yaitu legislative, eksekutif, 
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dan yudikatif. Seakan akan konsep lembaga Negara juga harus terkait dengan pengertian tiga 
cabang kekuasaan itu. 
   Menurut Montesqieu: 
“disetiap Negara selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam 
struktur  pemerintahan yaitu: legislative, Eksekutif, dan yudikatif yang berhubungan dengan 
pembentukan hokum dan undang-undang Negara kita. Dari kekuasaan eksekutif yang 
berhubungan dengan penerapan hokum sipil, tidak lain adalah the judiciary (kekuasaan 
yudikatif). Ketiga fungsi kekuasaan tersebut adalah legislative, eksekutif, atau pemerintah 
dan judiciary” 
       Hakikat dari pandangan Montesqieu tentang trias politica adalah pemisahan kekuasaan 
atau separation of power. Dengan berpatokan pada hal ini, diadakan oleh Montesqiey bahwa 
ketiga fungsi kekuasaan organ hanya boleh menjalankan satu fungsi, dan tidak boleh saling 
mencampuri urusan masing-masing dalam artian mutlak. Bila tidak demikian, kebebasan 
warga Negara menjadi terancam. 
      Konsepsi trias politica yang diidealkan Montesqiu jelas tidak relevan lagi dewasa ini, 
mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya 
berurusan secara ekslusif dengan salah satu dariketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan 
dewasa ini menunjukan bahwa hubungan antarcabang kekuasan itu tidak mungkin tidak 
saling bersentuhan, dan satu sama lain sesuai dengan prisnip checks and balences. 
5. Lembaga Negara Penunjang 
     Lembaga-lembaga negara baru di Indonesia kini semakin banyak yang bermunculan sejak 
jatuhnya pemerintah orde baru. Ada yang berbentuk lembaga negara maupun komisi. negara. 
Lembaga atau komisi negara yang sudah ada dasar hukumnya mencapai lebih dari 15 buah, 
dengan dasar hukum yang beragam. Ada yang diatur dalam UUD 1945, Ketetapan MPR, 
Undang-Undang, Keputusan Presiden, dan Peraturan Presiden.
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Adapun  lembaga-lembaga atau komisi-komisi yang diatur oleh Undang-Undang adalah sebagai 
berikut: 
1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
Sekitar penghujung  era 1800-an dan awal 1900-an, di Amerika Serikat kapitalisme 
berkembang pesat dan menimbulkan korporasi bisnis yang semakin padat. Hal inilah yang 
melatarbelakangi Indonesia mendirikan lembaga yang secara khusus mengatur dunia bisnis. 
Untuk menegakan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku 
usaha untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat maka dikeluarkanlah UU No. 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang ini 
mulai efektif sejak satu tahun diundangkan yaitu 5 Maret 2000. Agar implementasi undang-
undang ini efektif maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
10
 
Adapun fungsi dari KPPU ini adalah:  
a. penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan; b. 
pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan; 
c. pelaksanaan administratif. 
Jika memperhatikan tugas dan wewenang yang dimiliki KPPU sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 35 dan pasal 36 UU No. 5 tahun 1999 maka dapat disimpulkan bahwa: 
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a. KPPU tidak bertindak sebagai penyidik (khusus)  umpamanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS)-karena tindakan penyidikan tetap dilakukan oleh polisi sebagaimana diatur oleh 
KUHP. 
b. KPPU hanya berhak menjatuhkan sanksi administratif saja dan 
c. tidak berhak menjatuhkan sanksi denda apalagi pidana. 
Apabila pihak yang bersangkutan menolak putusan sanksi administratif maka selebihnya 
harus dilakukan atau diserahkan kepada pengadilan umum.
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3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
Seperti kita ketahui sejarah bangsa Indonesia mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan 
kesenjangan sosial yang berlatar belakang perbedaan etnik, agama, suku, ras, bahasa, golongan, 




         Kewajiban menghormati hak asasi manusia tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang 
menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut 
maka dikeluarkan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia. Atas dasar 
Kontitusi dan amanat ketetapan MPR tersebut pada tanggal 23 September 1999 diundangkanlah 
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setelah sebelumnya meratifikasi berbagai 
instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HAM. 
Di dalam  UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tersebut mengatur tentang pembentukan 
Komisi Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang 
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dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan 
mediasi tentang HAM yang pernah diatur dalam Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang 
Komisi Nasional HAM. Pada bulan Juni 1993, melalui Keppres No. 50 Tahun 1993, Presiden 
Soeharto mendirikan Komnas HAM.
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3. Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara 
    Selama pemerintahan Orde Baru, dalam penyelenggaraan negara  terjadi pemusatan 
kekuasaan, wewenang, dan tanggungjawab pada presiden /mandataris MPR RI yang berakibat 
tidak berfungsinya lembaga negara dengan baik. Hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi 
masyarakat dalam melakukan kontrol sosial. Selain itu terjadi pula praktik-praktik usaha yang 
menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang 
melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi 
penyelenggaraan negara dalam kehidupan nasional.Untuk itu dikeluarkanlah Ketetapan MPR 




            Untuk menindak lanjuti Ketetapan MPR tersebut dikelurkanlah UU No.28 tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 
Dengan undang-undang tersebut Presiden selaku kepala negara membentuk komisi pemeriksa 
yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan tehadap kekayaan pejabat 
negara sebelum, selama dan setelah menjabat, termasuk meminta keterangan baik dari mantan 
pejabat negara, keluarga,dan kroninya, maupun para pengusaha dengan tetap memperhatikan 
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asas praduga tidak bersalah dan hak asasi manusia. Komisi Pemeriksa ini merupakan lembaga 
independen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
15
        
4. Komisi Pemberantasan Korupsi 
       Aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lain di dalam 
penyenggaraan negara semakin meningkat. Menyadari hal tersebut Pemerintah mengeluarkan 
UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disusul 
dengan UU No. 30 tahun 2002. Untuk menindaklanjuti pasal 43 UU No. 31 tahun 1999  maka 
dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak lanjut pula dari 
komisi Pemeriksaan. Komisi ini mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan 
supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Komisi ini dimaksudkan untuk mengatasi 




5. Komisi Pemilihan Umum 
Dengan adanya perubahan UUD 1945 merupakan kemajuan dalam proses demokrasi 
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     Sebagaimana Makhamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara 
yang yang terbentuk setelah adanya amandemen UUD 1945. Dilema konteks ketatanegaraan KY 
mempunyai peranan yang sangat penting yaitu : 
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(1) Mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan Hakim Agung,  
(2) Melakukan Pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menjaga dan 
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 
Keberadaan KY secara normatif diatur dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 
24B UUD 1945 yang dijabarkan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang 
Komisi Yudisial. 
 
C. Dewan Petimbangan Presiden (WANTIMPRES) 
             Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2006, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) 
adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Wantimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada 
Presiden. Wantimpres pertama kali dilantik oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 
2007. Lembaga ini merupakan kelanjutan dari Dewan Pertimbangan Agung yang dibubarkan 
setelah Perubahan ke 4 UUD 1945. 
              Sehingga dalam pengambilan keputusan, pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut 
WAJIB dilakukan oleh Wantimpres baik diminta ataupun tidak oleh Presiden. Penyampaian nasihat 
dan pertimbangan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat 
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dan pertimbangan seluruh anggota dewan. Atas permintaan Presiden, Wantimpres dapat mengikuti 
sidang kabinet serta kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan. Dalam melaksanakan tugasnya, 
Wantimpres dapat meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya. 
Selain itu, kepada Ketua dan Anggota Wantimpres diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya 
sesuai dengan yang diberikan kepada Menteri Negara.
19
 
         Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) adalah lembaga pemerintah nonstructural 
Indonesia yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Dewan 
Pertimbangan Presiden dibentuk pertama kali oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 
tahun 2007. Lembaga ini merupakan kelanjutan dari Dewan Pertimbangan Agung yang telah 
dibubarkan setelah perubahan ke 4 UUD 1945 Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2006, Dewan 
Pertimbangan Presiden (Wantimpres) adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan 
nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang Undang 
Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
     Pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut WAJIB dilakukan oleh Wantimpres baik 
diminta ataupun tidak oleh Presiden. Penyampaian nasihat dan pertimbangan tersebut dapat 
dilakukan secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh 
anggota dewan. Pemberian antara presiden dan wantimpres bersifat tertutup, akibatnya sebagian 
pihak mempertanyakan efektifitas fungsi lembaga ini. Apalagi Presiden juga memiliki sejumlah staf 
ahli dan unit kerja yang mengurusi masalah tertentu. Sebagai manusia biasa presiden juga bisa 
berbuat salah dan untuk meminimalisir kesalahan yang akan terjadi atas pengambilan keputusan. 
Sedangkan Dewan Pertimbangan Presiden memiliki anggota-anggota yang bertugas di berbagai 
macam bidang dalam Negara. Atas permintaan Presiden, Wantimpres dapat mengikuti sidang 
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kabinet serta kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan. Dalam melaksanakan tugasnya, 
Wantimpres dapat meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya. 
Selain itu, kepada Ketua dan Anggota Wantimpres diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya 
sesuai dengan yang diberikan kepada Menteri Negara. 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas pemberian 
nasihat dan pertimbangan kepada Presiden telah dikenal dan berlangsung sejak lama yang 
dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 
1945 dan pelaksanaannya diatur dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan 
Pertimbangan Agung, dan telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1978 tentang 
Perubahan dan Penyempurnaan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan 
Pertimbangan Agung. 
Dewan Pertimbangan Agung merupakan salah satu lembaga negara yang dihapuskan dalam 
perubahan keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum 
perubahan, Dewan Pertimbangan Agung diatur dalam bab tersendiri, yaitu BAB IV Dewan 
Pertimbangan Agung. Setelah perubahan, keberadaan Dewan Pertimbangan Agung diganti dengan 
suatu dewan yang ditempatkan dalam satu rumpun bab yang diatur dalam BAB III Kekuasaan 
Pemerintahan Negara. 
 Perubahan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan suatu dewan yang mempunyai tugas 
memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden masih tetap diperlukan, tetapi statusnya 
menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan negara yang berada di bawah Presiden dan 
bertanggung jawab kepada Presiden. Keberadaan dewan pertimbangan tersebut dituangkan pada 
Pasal 16 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden membentuk 
suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden 
yang selanjutnya diatur dalam Undang Undang. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2006 mengatur 
keberadaan suatu dewan pertimbangan yang disebut dengan Dewan Pertimbangan Presiden. 
Walapun demikian, kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden tidak dimaknai sebagai sebuah 
dewan pertimbangan yang sejajar dengan Presiden atau lembaga negara lain seperti Dewan 
Pertimbangan Agung pada masa sebelum perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
 
 
 
 
 
 
 
 
